
SAL INAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Derah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan

Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 5137)

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor104,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4709);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerinntahan (Lembaran Negara Republik



Indoonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonnesia Nomor 5165);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

25.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sorong Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sorong Tahun 2017 Nomor 5);

27. Peraturan Bupati Sorong Nomor 29 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. N e r a c a;

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Perubahan Ekuitas;

f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun

Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp1.616.710.353.686,40

b. Belanja Rp1.344.221.381.881,15
Surplus Rp272.488.971.805,25

c. Pembiayaan :

- Penerimaan Rp54.462.643.514,54

- Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp 53.462.643.514,54

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp325.951.615.319,79

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut :

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp208.733.483.186,40

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.407.976.870.500,00

b. Realisasi Rp1.616.710.353.686,40

Selisih Lebih Rp 208.733.483.186,40

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 116.218.131.618,85
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.460.439.513.500,00

b. Realisasi Rp1.344.221.381.881,15

Selisih Kurang Rp 116.218.131.618,85

3) Selisih anggaran dengan realisasi surplut/defisit sejumlah Rp324.951.614.805,25

dengan riancian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp(52.462.643.000,00)

b. Realisasi Rp272.488.971.805,25

Selisih Lebih Rp324.951.614.805,25

4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayan sejumlah Rp.514,54

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp54.462.643.000,00

b. Realisasi Rp54.462.643.514,54

Selisih Lebih Rp514,54

5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaansejumlah

Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagi berikut :

a. Pengeluran pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00

b. Realisasi Rp1.000.000.000,00

Selisih Kurang Rp1.000.000.000,00



6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp1.000.000.514,54 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp52.462.643.000,00

b. Realisasi Rp53.462.643.514,54

Selisih Lebih Rp1.000.000.514,54

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017

adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp4.225.590.427.346,80

b. Jumlah Kewajiban Rp 11.656.462.140,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp4.213.933.965.206,80

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yng

berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Saldo Kas awal per 1 Januari 2017 Rp 52.666.653.994,54

Arus Kas dari aktivitas operasi Rp603.692.971.128,00

Arus kas dari Aktivasi Investasi Non Keuangan Rp(331.994.596.965,00)

Arus kas aktivitas pembiayaan Rp 0,00

Arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 438.334.782,00

Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Rp324.803.362.939,54

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 9

di Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah organisasi

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan

pembiayaan

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan



Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

dilampirkan Laporan Kinerja.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut

dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 3 Agustus 2018

BUPATI SORONG,
ttd

JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas

pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,

ttd

MOHAMMAD SAID NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018, NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si

PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 19630525 199307 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :

( 2 / 10 / 2018)


